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ABSTRAK

Perencanaan pajak merupakan strategi penting dalam manajemen perusahaan untuk mengoptimal-
kan laba dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak memiliki kontribusi
signifikan terhadap penerimaan negara, namun bagi perusahaan, pajak juga merupakan beban
yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Oleh karena itu, strategi perencanaan pajak diperlukan
untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal dan efisien.Penelitian ini menggunakan metode
kepustakaan dengan menganalisis berbagai literatur terkait strategi penghematan pajak melalui
pemilihan bentuk usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan bentuk usaha, seperti
Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan (CV), atau usaha perseorangan, memiliki implikasi yang
berbeda terhadap kewajiban pajak perusahaan. Faktor utama dalam strategi ini adalah kepastian
hukum dan perbedaan tarif pajak. Bentuk usaha badan, seperti PT dan CV, lebih sering dipilih
karena memberikan kepastian hukum yang lebih baik serta tarif pajak yang lebih rendah dibanding-
kan pajak atas penghasilan pribadi. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa strategi
perencanaan pajak yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengurangi beban pajak
secara legal, meningkatkan daya saing usaha, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi
perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci : perencanaan pajak, pemilihan, bentuk usaha, strategi penghematan pajak

ABSTRACT

Tax planning is an important strategy in corporate management to optimize profits while complying
with applicable tax regulations. Taxes have a significant contribution to state revenue, but for com-
panies, taxes are also a burden that can affect profitability. Therefore, tax planning strategies are
needed to minimize tax liabilities legally and efficiently. This research uses the literature method by
analyzing various literature related to tax saving strategies through the selection of business forms.
The results show that the choice of business form, such as Limited Liability Company (PT), Part-
nership (CV), or individual business, has different implications for corporate tax obligations. The
main factors in this strategy are legal certainty and different tax rates. Ba-dan business forms, such
as PT and CV, are more often chosen because they provide better legal certainty as well as lower
tax rates compared to taxes on personal income. The conclusion of this study emphasizes that effec-
tive tax planning strategies can help companies reduce their tax burden legally, increase business
competitiveness, and ensure compliance with applicable tax regulations.

Keywords: tax planning, election, business form, tax saving strategy
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. PENDAHULUAN

Fungsi utama dari suatu manajemen adalah perencanaan. Ditinjau dari segi
umum, perencanaan adalah sebuah proses untuk menentukan tujuan dari suatu
organisasi atau perusahaan untuk dapat menyajikan suatu strategi, cara dari se-
buah pelaksanaan program, serta operasi yang nantinya diperlukan dalam men-
capai tujuan dari sebuah organisasi [1]. Seperti yang kita ketahui, bahwa suatu
organisasi memiliki tujuan utama untuk mencapai keuntungan maksimum dalam
waktu yang lama (long term return), terutama kepada pemilik modsal ataupun
pemegang saham yang sudah menginvestasikan serta memberikan kepercayaan
kepada perusahaan untuk mengelola kekayaannya [5]. Oleh karena itu, mana-
jemen perusahaan memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam
mewujudkannya. Pengelolaan maupun pendapatan dari keuntungan tersebut ha-
rus dicapai dengan tetap memtuhi undang-undang perpajakan, karena hal terse-
but merupakan kewajiban dari para wajib pajak, termasuk perusahaan [10].

Pajak mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam penerimaan negara.
Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya
pajak dalam kehidupan, baik bangsa maupun negara [12]. Untuk perusahaan
sendiri, pajak adalah salah satu beban yang berpengaruh dalam mengurangi pen-
dapatan atau laba bersih. Menurut definisinya, pajak merupakan suatu iuran yang
dibayarkan kepada negara serta dapat dipaksakan, dimana hal tersebut bersifat
terutang, dan wajib dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan, serta
tidak mendapatkan imbnalan kembali yang bersifat langsung, dan berguna dalam
membiayai suatu pengeluaran umum yang berhubungan dengan kepentingan
negara dalam menyelenggrakan sebuah pemerintahan [13].

Berdasarkan pengertian itu, dapat diartikan bahwa pajak merupakan suatu
kewajiban yang sifatnya memaksa serta dalam pelaksanaannya terdapat suatu
aturan yang mengikat, dimana dalam aturan tersebut terdapat sanksi, baik itu
sanksi administrasi yang menjadi pemborosan sumber daya. Dengan demikian,
diperlukan suatu pengelolaan dari kewajiban perpajakan, yang gunanya adalah
menekan pemborosan pajak dalam pemenuhan kewajiban, sehingga perusahaan
dapat menghindari pemborosan dari adanya pengenaan pajak itu sendiri.

Permasalahan krusial yang dihadapkan pada pengusaha kena pajak dian-
taranya adalah harga jual yang tinggi akibat dari pemberlakuan Pajak Pertamba-
han Nilai / PPN. Tentunya, hal ini juga memiliki akibat terhadap keberlangsun-
gan usaha untuk ke depannya, disebabkan pemilik usaha tersebut tidak bisa
menjual produknya dengan harga yang bersaing. Dengan demikian, diperlukan
adanya sebuah strategi dalam penghematan pajak, sehingga harga penjualan
produk dapat dijual dengan harga yang kompetitif. Untuk mewujudkan hal ter-
sebut, diperlukan suatu pengetahuan serta keterampilan tentang strategi dalam
melakukan penghematan pajak dalam pemilihan bentuk usaha, sehingga perus-
ahaan dapat memperoleh keuntungan yang optimal [15].

Namun, terdapat kesenjangan (gap) dalam penelitian sebelumnya yang ku-
rang membahas secara spesifik dampak pemilihan bentuk usaha terdapat
perencanaan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi
kesenjangan tersebut dengan meneliti bagaimana strategi perencanaan pajak me-
lalui pemilihan bentuk usaha dapat mengoptimalkan efisiensi keuangan perus-
ahaan. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah bagaimana strategi perencanaan pajak melalui pemilihan bentuk usaha
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dapat mengoptimalkan efisiensi keuangan perusahaan. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menganalisis strategi perencanaan pajak dalam pemilihan bentuk
usaha guna mengurangi baben pajak serta meningkatkan efisiensi keuangan.

. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
kepustakaan (library research). Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa penelitian
kepustakaan adalah penelitian yang menjadikan sumber kepustakaan sebagai da-
sar analisis untuk memperoleh hipotesis atau konsep yang objektif. Metode ini
dilakukan dengan membaca dan mengumpulkan data dari berbagai literatur sep-
erti buku, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik lainnya. Sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari referensi primer berupa jurnal dan
prosiding ilmiah sebesar 80%, serta referensi sekunder berupa buku dan laporan
kebijakan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terjadinya asimetri informasi antara pemilik dan manajer ekuitas,
perencanaan pajak adalah strategi yang digunakan memaksimalkan kekayaan
pemilik dengan meningkatkan profitabilitas [27]. Ini memerlukan pengaturan
transaksi keuangan yang terampil (dalam batasan peraturan yang berlaku) un-
tuk mengurangi kewajiban perpajakan. Karena iklim ekonomi yang rumit dan
kecenderungan mereka untuk melakukan penghindaran pajak yang rumit
strategi, otoritas pendapatan baru-baru ini menaruh minat besar pada perus-
ahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Manajer pajak menggunakan
perencanaan pajak sebagai taktik untuk mengurangi jumlah pajak yang harus
dibayar perusahaan. Perusahaan mengeluarkan biaya pajak yang signifikan.
Mirip dengan biaya operasional, kewajiban pajak adalah pengeluaran yang
dapat dikelola dikurangi. Manajer sering mengeksploitasi tanggung jawab fi-
dusia dan pengabdian mereka kepada pemegang saham menurunkan beban pa-
jak pada bank melalui perencanaan pajak. Dengan keyakinan bahwa pengu-
rangan ini adalah yang terbaik bagi bank kepentingan, hal itu dilakukan dengan
penuh kehati-hatian, perhatian, dan pengalaman [2].

Secara hukum, perusahaan wajib membayar pajak yang diatur dalam pa-
rameter undang-undang perpajakan. Melalui perencanaan pajak yang matang,
manajemen bank dapat memanfaatkan ketentuan atau celah dalam perpajakan
aturan untuk membayar pajak lebih sedikit, membebaskan uang bagi pemegang
saham untuk digunakan dan meningkatkan keuangan dan kinerja perusahaan
[17]. Untuk mendorong investasi pada sektor perekonomian tertentu, maka
pemerintah menggunakan berbagai skema perpajakan untuk mengurangi beban
pajak wajib pajak. Wajib Pajak yang mengetahui perencanaan pajak yang
efisien dapat memanfaatkan keringanan pajak ini dengan menyusun operasi
bisnis mereka sehingga mereka dapat melakukannya, memanfaatkannya dan
karenanya membayar pajak lebih sedikit. Penerapan strategi perencanaan pajak
memerlukan sebuah pemahaman menyeluruh tentang perlindungan pajak dan
insentif yang relevan dalam undang-undang perpajakan, seperti insentif yang
diberikan pengakuan status perintis, peraturan yang diterapkan pada permulaan
dan penghentian suatu usaha, dan tunjangan diberikan sehubungan dengan
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perolehan suatu aset yang digunakan untuk tujuan bisnis. Membayar pajak
lebih sedikit akan menurunkan arus kas keluar perusahaan dan memberikan
kebebasan dana yang dapat digunakan kembali untuk upaya lain yang
menguntungkan.

Sebagai hasil dari strategi penghindaran atau perencanaan pajak perus-
ahaan yang efektif, perusahaan multinasional tertentu perusahaan telah berhasil
mempertahankan profitabilitas yang tinggi dari waktu ke waktu. Mayoritas
bisnis mengelola kewajiban pajak mereka secara efektif melalui perencanaan
pajak perusahaan dan, sebagai hasilnya, mengkonversi pajak penghematan
menjadi kinerja keuangan yang sukses.

Perpajakan disebut-sebut sebagai salah satu pengeluaran operasional
utama yang mempunyai dampak serius menghambat kemampuan dunia usaha
untuk menghasilkan keuntungan, padahal perusahaan diharuskan membayar
pajak tentu saja [19]. Hal ini tidak seharusnya terjadi karena, dalam sistem
perpajakan yang berfungsi dengan baik, perusahaan seharusnya mampu mem-
bayar pajaknya tanpa merasa bersalah.

Dalam hal ini, strategi perencanaan pajak secara umum dianggap baik, be-
gitu pula para manajer terus mencari cara untuk mengurangi pengeluaran yang
tidak perlu dan tidak dibutuhkan agar dapat meningkatkan pendapatan. Para
pendukung perencanaan pajak menyatakan bahwa wajib pajak memiliki
kebebasan untuk mengatur keuangan mereka urusan dengan cara yang memini-
malkan pajak, asalkan mereka melakukannya secara sah.

Ketika perusahaan mengelola pendapatan dan pengeluarannya dengan
tujuan untuk menghindari, meminimalkan, atau menunda pajak dalam param-
eter undang-undang perpajakan, dikatakan terlibat dalam metode perencanaan
pajak. Perencanaan pajak adalah praktik pengorganisasian aktivitas seseorang
dalam rangka menunda, mengurangi, atau menghilangkan pajak yang terutang
kepada pemerintah. Perencanaan pajak adalah tindakan hukum yang wajib pa-
jak gunakan untuk menurunkan tagihan pajak mereka dan menghasilkan
penghematan pajak. Perencanaan pajak mengacu pada penggunaan yang tepat
ketentuan insentif bagi wajib pajak badan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang memungkinkan seperti Pajak Penghasilan Perseroan UU, UU
Pajak Penghasilan Orang Pribadi, UU Pajak Pertambahan Nilai, dan peraturan
perundang-undangan lainnya [27]. Insentif status pionir, aturan permulaan,
aturan penghentian, tunjangan investasi, pajak keringanan kerugian perpanjan-
gan pengecualian, pengurangan, rabat, dan keringanan pajak lainnya yang
diizinkan oleh undang-undang perpajakan yang menjadi landasannya
perencanaan pajak perusahaan yang akan dikembangkan. Strategi perencanaan
pajak bisa aktif atau pasif, tergantung pada tujuan wajib pajak ketika
melakukan suatu transaksi. Yimbila menegaskan bahwa perencanaan pajak ak-
tif strategi sangat penting setiap kali transaksi dilakukan dengan tujuan
menurunkan kewajiban pajak seseorang. Sebuah keadaan dimana suatu
transaksi dilakukan tanpa adanya maksud atau maksud terlebih dahulu untuk
menurunkan pajak beban ini disebut sebagai perencanaan pajak pasif [21].

Dada dan Adetola menyatakan bahwa ketika manajer memiliki pilihan
untuk mengecilkan laba akuntansi yang dilaporkan dan insentif untuk mening-
katkan penerimaan kena pajak guna menurunkan beban pajak penghasilan pe-
rusahaan, perencanaan pajak dapat menyebabkan hilangnya nilai perusahaan
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(Dada, 2017). Menurut Silvio dan Rezende, penghindaran pajak adalah kebia-
saan suatu perusahaan mengatur operasinya sedemikian rupa sehingga dampak
finansial mengharuskan pembayaran pajak dalam jumlah paling sedikit yang
diizinkan oleh undang-undang. Ini membuka kemungkinan menghindari pajak,
tetapi hanya dengan persiapan pajak yang cermat. Perencanaan pajak sangat
penting dalam manajemen ingin mengurangi biaya keseluruhan menjalankan
pajak perusahaan serendah mungkin. Perencanaan pajak sangatlah penting ka-
rena hal ini memaksa manajemen untuk memanfaatkan semua sumber daya
yang mereka miliki [19].

Perencanaan pajak yang banyak dimanfaatkan dalam penghematan penge-
luaran pajak salah satunya adalah melalui pemilihan bentuk usaha. Strategi
perencanaan pajak (Tax Planing) dapat dimulai sejak awal berbisnis dengan
memperlakukan setting up bentuk usaha yang akan dipilih investor. Entitas
hukum bisnis di Indonesia yang diakui Undang-Undang Perpajakan antara lain
adalah: 1. Perseroan Terbatas (PT); 2. Persekutuan (CV); dan 3. Perseorangan.

Perseroan Terbatas (PT). Merupakan suatu bentuk badan usaha berbadan
hukum dimana modalnya terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki
bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Saham-saham yang menjadi modal
pendirian PT dapat diperjual belikan, sehingga perubahan kepemilikan perus-
ahaan dapat dilalukan tanpa perlu melakukan pembubaran perusahaan. PT.
Memiliki kelebihan dan kekuarangan. Kelebihan PT merupakan badan hukum
sehingga kelangsungan hidupnya terjamin, meskipun terjadi pergantian pem-
ilik. Para pemilik saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang
ditanamkan. Sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan biaya pendirian
yang cukup besar. Proses pendirian yang sulit dibanding jenis usaha lainnya,
serta merahasiakan keuntungan. PT. Ini merupakan subjek pajak. Berdasarkan
Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, Pengenaan pa-
jak PT dikenakan pada net income sebelum pembagian deviden kepada
pemegang saham. Perseroan menggunakan PPh tarif umum yang berlaku pada
tahun 2021 sebesar 22%.

Persekutuan Persekutuan adalah suatu badan ataupun organisasi ter-
struktur yang melakukan kegiatan ekonomi dengan menghasilkan produk
berupa barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan fisik pada lokasi tertentu
serta mempunyai catatan yang lengkap dan terstruktur mengenai kegiatan
produksi. Aspek perpajakan CV. Diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 4 ayat 3 huruf
I Undang-Undang PPh. Persekutuan berbeda dengan Perseroan Terbatas,
pengenaan pajak CV hanya dikenakan sekali pada nei income. Ketika pengha-
silan tersebut didistribusikan kepada pemilik dalam bentuk prive, maka tidak
dikenakan PPh lagi, oleh karena itu bagian laba yang diterima atau diperoleh
anggota persekutuan bukan lah objek pajak (Pasal 4 ayat 3 huruf i UU no 7
Tahun 1983 yang diubah menjadi UU. No0.38 tahun 2008 tentang Pajak pengha-
silan). 3. Perseorangan Mayoritas penduduk Indonesia menjalankan bisnisnya
secara perseorangan, yang tidak terikat dengan badan usaha dan tanpa akta no-
taris namun tetap memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pribadi untuk
memenuhi kewajiban perpajakannya. Bentuk badan usaha perseorangan bisa
berupa Usaha Dagang (UD), warung, rumah makan, salon, bengkel, Toko
bangunan dan sebagainya.
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Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan bentuk
usaha, yaitu:

1. Bagaimana hubngan antara tarif pajak penghasilan orang pribadi dan tarif
pajak penghasilan wajib pajak badan, termasuk ketentuan khusus yang
mengatur hal itu.

2. Pengenaan pajak penghasilan secara berganda, baik atas laba bruto usaha,
maupun penghasilan dari pembagian keuntungan (Dividen) kepada para
pemegang sahamnya

3. Kesempatan untuk menunda pengenaan pajak pada tarif pajak penghasilan
lebih kecil/besar apabila dibandingkan dengan kesempatan yang terdapat
pada tarif pajak penghasilan dan akumulasi penghasilan perusahaan

4. Adanya ketentuan mengenai kerugian hasil usaha neto (kompensasi keru-
gian) dan kredit investasi yang berlaku bagi bentuk usaha tertentu

5. Kemungkinan pengajuan perlakuan khusus terhadap pajak atas akumulasi
laba, pajak atas penghasilan personal, holding company dan seterusnya;
Liberalisasi ketentuan yang mengatur fring benefitdan atau payment in
kind.

KESIMPULAN

Dua hal yang menjadi strategi penghematan pajak melalui pemilihan ben-
tuk usaha dari wajib pajak yakni kepastian hukum dan tarif pajak. Dalam
strategi kepastian hukum bentuk usaha badan dipilih karena adanya kejelasan
dan lebih banyak diterima saat berurusan dengan instansi. Kepastian hukum
menjadi alasan informan yang merupakan wajib pajak orang pribadi untuk
memilih bentuk usaha badan. Ketika usahanya berkembang semakin besar aset
semakin meningkat, perputaran uang semakin banyak, karyawan yang dipeker-
jakan pasti bertambah pula. Hal tersebut menimbulkan kompleksitas dalam
suatu usaha, sehingga pengusaha membutuhkan kepastian hukum dalam men-
jalankan usahanya. Perbedaan tarif pajak antara bentuk usaha perorangan dan
bentuk usaha badan dimana tarif pajak badan lebih kecil dibandingkan tarif
pajak orang pribadi untuk tingkat keuntungan tertentu membuat wajib pajak
lebih memilih bentuk usaha badan dalam menjalankan usahanya ketika sudah
berkembang besar. Dengan strategi perencanaan pajak yang tepat, perusahaan
dapat mengoptimalkan sumber daya keuangan mereka serta mengurangi risiko
administrative yang timbul akibat ketidakpatuhan perpajakan.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang
optimal dapat berkontribusi terhadap peningkatan daya saing perusahaan. Oleh
karena itu, perusahaan disarankan untuk melalukan analisis mendalam sebelum
menentukan bentuk usaha yang paling sesuai dengan kondisi dan tujuan bisnis
mereka.
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